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BAB V 

P E N U T U P 

 

6.1. K e s i m p u l a n 

Pada akhir dari tulisan ini, penulis dapat menyimpulkan bahwa : 

5.1.1. Akibat hukum dari perubahan status badan usaha PD Flobamor menjadi 

PT adalah :  

5.1.1.1. Pemegang Saham Perusahaan dan RUPS 

Bahwa dengan beralihnya status badan usaha PD menjadi PT 

Flobamor, kepemilikan saham tidak lagi menjadi monopoli 

pemerintah Provinsi NTT tetapi sudah diberi kesempatan kepada 

pihak ketiga untuk melakukan penyertaan modal. Pemegang saham 

bertanggung jawab hanya sebesar saham yang ditanam dalam 

perusahaan. Tentang tanggung jawab, hak dan kewajiban dari 

pemegang saham tunduk kepada peraturan perundang-undangan 

yang berlaku, namun pada kenyataannya pengaturan tentang hal ini 

belum jelas karena PT Flobamor belum mendapat bertindak sebagai 

badan hukum sebagaimana yang diamanatkan oleh UU PT. 

Sedangkan terhadap RUPS, sebelum terjadi perubahan status badan 

usaha, management PD Flobamor hanya melaporkan kegaiatan 

perusahaan kepada Gubernur dan selanjutnya Gubernur 

mempertanggungjawabkannya didepan sidang DPRD NTT, setelah 

peralihan status badan usaha, RUPS PT Flobamor dapat dilakukan 

dalam bentuk RUPS tahunan dan RUPS luar biasa jika diperlukan 
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oleh perusahaan dan  tata cara penyelenggaraan RUPS diatur lebih 

lanjut dalam Anggaran Dasar perseroan.  

5.1.1.2. Pendiri Perusahaan 

Pendiri perusahaan PT Flobamor tidak saja didirkan oleh Pemerintah 

Provinsi NTT namun juga bekerja sama dengan Koperasi Pegawai 

Negeri Praja Mukti, namun karena belum ada rujukan yang jelas hal 

ini belum jelas pengaturannya. 

5.1.1.3. Direksi Perusahaan 

Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung 

jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan 

perseroan, sesuai maksud dan tujuan perseroan serta mewakili 

perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai ketentuan 

Anggaran Dasar. Pengangkatan Direksi PT Flobamor telah melalui 

uji kelayakan dan kepaturan oleh tim independen yang dibentuk 

berdasarkan Perda Nomor 13 Tahun 2009 sehingga dalam 

menjalankan tugas dan tanggung jawabnya direksi perusahaan 

mampu membawa PT Flobamor menjadi perusahaan perseroan yang 

sehat yang sesuai dengan prinsip tata kelola perusahan yang baik. 

5.1.1.4. Komisaris Perseroan 

Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan 

pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran 

Dasar serta memberi nasihat kepada Direksi. Komisaris PT 

Flobamor akan bekerja sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya 
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sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, 

dimana komisaris PT Flobamor dipilih dari unsur-unsur yang 

mempunyai kredibilitas dan idependensi dalam melakukan 

pengawasan. 

5.1.2. Perubahan status badan usaha PD Flobamor menjdi PT adalah mendukung 

penyelenggaraan prinsip good corporate governance atau prinsip tata 

kelola perusahaan yang baik, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 

Perda Nomor 13 Tahun 2009. Prinsip GCG ini disadari oleh management 

PT Flobamor penting untuk dilaksanakan karena salah satu unsur yang 

membuat perusahaan menjadi sehat adalah diberlakukannya prinsip-

prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Prinsip GCG ditandai dengan 

adanya : kewajaran (fairness), yaitu perlakuan yang adil dan setara dalam 

pemenuhan hak-hak shareholders maupun stakeholders; keterbukaan 

informasi (tranparency), yaitu penyediaan informasi yang cukup, akurat 

dan tepat waktu kepada berbagai pihak yang berkaitan dengan perusahaan; 

dapat dipertanggungjawabkan (accuntability), yaitu adanya kejelasan 

fungsi, struktur, sistem dan sistem pertanggungjawaban organ perusahaan 

sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif; 

pertanggungjawaban (responsibility), yaitu kesesuaian didalam 

pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta 

peraturan perundang-undangan yag berlaku. 

 

 



146 

 

5.2. S  a  r  a  n 

Saran yang  dapat diberikan oleh penulis adalah : 

5.2.1. Perda Nomor 13 Tahun 2009 tentang peralihan status badan hukum 

PD Flobamor menjadi PT Flobamor, perlu disempurnakan lagi. Hal 

ini dilakukan karena perda tersebut belum mengatur secara jelas 

dan tepat tentang prinsip-prinsip dan tanggung jawab dari setiap 

organ perseroan.  

5.2.2. Walaupun status badan hukum telah beralih dari PD Flobamor 

menjadi PT  maka PT Flobamor, pemerintah (sebagai pemilik 

saham terbesar) tidak lagi mengintervensi pengelolaan perusahaan 

dan harus dapat memberikan keleluasaan kepada manajemen untuk 

melakukan terobosan-terobosan yang sesuai dengan prinsip tata 

kelola perusahaan yang baik sehingga pada akhirnya para investor 

atau pihak keiga dapat menanamkan modalnya diperusahaan. 

5.2.3. Peningkatan SDM dari organ PT Flobamor harus terus dilakukan, 

karena bagaimanapun keadaan sebuah perusahaan, maju atau 

mundurnya bergantung pada organ perseroan khususnya direksi 

perusahaan. 

5.2.4. Pemerintah sebagai pemilik PD Flobamor harus dapat memberikan 

perhatian yang lebih kepada pengurusan pengesahan PT Flobmor 

sebagai badan hukum, sehingga PT Flobamor dapat bertindak 

sebagaimana sebuah perusahaan perseroan yang tuduk kepada UU 

Nomor 40 Tahun 2007 tentang PT. 
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